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KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puiji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa
atas Rahmat, Hidayah dan Karunianya, kami dapat menyelesaikan penyusuan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIF) Kecamatan Jati Tahun 2022
LKjIP Kecamatan Jati Tahun 2022 merupakan bentuk komitmen nyata
Kecamatan Jati dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai mana diamanatkan dalam PP Nomor 8
Tahun 20086 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang
diatur kemudian dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara teknis diatur
dalam Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014
tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara
Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

LKjIP adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada
masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran.
Kinerja Kecamatan Jati telah diukur, dievaluasi dianalisis dan dijabarkan
dalam bentuk LKjIP Kecamatan Jati.

Tujuan penyusunan LKjIP adalah untuk menggambarkan penerapan
Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
organisasi di masing-masing Perangkat Daerah, serta keberhasilan capaian
sasaran saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kulitas capaian kinerja
yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Melalui penyusunan LKjIP
juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip good
govemnance, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di
lingkungan Pemerintah .

Demikian LKJIP ini kami susun semoga dapat digunakan sebagai
bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan
kinerja di masa mendatang.

Kudus, Januari 2022
CAMAT JATI
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam rangka meningkatkan Dasar Pembentukan Perangkat Daerah
UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah PP 18 tahun 2016
sebagaimana diubah dengan PP 72 tahun 2019 untuk melakukan Urusan
pelaksanaan pemerintahan dan terselenggaranya Good Governance
diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang
tepat, jelas, terukur, dan sah sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih
dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan
nepotisme,sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Presiden No. 29 Tahun
2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas pedoman penyusunan penetapan
kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Nomor 53
Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Review
Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai Permenpan Nomor 53
Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah
perwujudan kewajiban suatu instansi pemenntah untuk
mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan
misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan
metalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Untuk  mencapai  Akuntabilitas  Instansi Pemerintah  yang
baik Kecamatan Jati selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu
melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu
meningkatkan peran serta fungsi sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan
Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Kudus
Kecamatan Jati, mewujudkan suatu tata pemerintahan yang baik dan
akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenanan harapan tersebut
diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang

tepat, jelas. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Kecamatan Jati sebagai implementasisistem akuntabilitas yang merupakan
bentuk pertanggungjawaban  Kinerja Kecamatan Jati Namun

pertanggungjawaban ini tidak semata-mata dimaksudkan sebagai upaya
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untuk menemukan kelemahan pelaksanaan pemerintahan daerah
melainkan juga untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, produktivitas dan
akuntabilitas Kecamatan Jati laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dari
Kecamatan Jati merupakan bentuk pertanggungjawaban dari Perencanaan
Stratejik, yang dituangkan dalam bentuk tahapan kegiatan yang terarah dan
berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan kinerja Kecamatan Jati.

Pertanggungjawaban suatu Instansi Pemerintah kepada Publik pada
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan kewajiban Kecamatan
Jati untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan
pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang
telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis Kecamatan Jati Tahun 2018 =
2023.

Pengukuran pencapaian kinerja Kecamatan Jati dilakukan dengan
membandingkan antara rencana kinerja (Performance plan) yang diinginkan
dengan realisasi kinerja (Performance Result) yang dicapai oleh organisasi
yang bersangkutan. Hasil pengukuran ini bermanfaat untuk memberikan
gambaran kepada pihak-pihak ekstemal tentang pelaksanaan kegiatan sesuai
dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan untuk
mewujudkan visi dan misi Kecamatan Jati Apabila terjadi perbedaan antara
rencana kinerja dengan realisasinya maka harus dicari penyebabnya dan
menentukan strategi untuk mengatasi masalah tersebut.

Tahun 2022 merupakan tahun ketiga dalam upaya pencapaian tujuan
dan sasaran Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Jati periode tahun 2018-
2023. Secara umum pencapaian sasaran melalui indikator-indikator sasaran
menunjukan keberhasilan untuk mewujudkan misi dan tujuan sebagaimana
tertiuang dalam Rencana Strategis (Renstra) walaupun pada tahun 2022
adanya pergeseran sehingga ada beberapa kegiatan yang terpaksa ditiadakan
sehingga target yang semula ada maka ditiadakan mengikuti anggaran yang
ada sehingga target renstrapun dirubah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Jati tahun 2022
ini menyajikan hasil pengukuran, evaluasi dan analisis pencapaian sebagai
berikut

Dan 2 sasaran yang telah ditetapkan di dalam Rencana Strategis
(Renstra) Periode tahun 2018-2023, pengukuran, evaluasi dan analisis capaian
sasaran strategis pada tahun 2022 telah dapat direalisasikan dengan

I
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baik sekali. Keberhasilan pencapaian sasaran ini tidak terlepas dari komitmen
penuh dari seluruh Pegawai Kecamatan Jati di samping adanya koordinasi
dan sinergi dengan pihak terkait

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program yang telah
ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) periode tahun 2018-2023 yang
secara keseluruhan sudah dilaksanakan dengan baik

Keberhasilan dan kekurangan yang telah dicapai selama tahun 2022
telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi Kecamatan Jati untuk
meningkatkan kinerja yang lebih baik di masa-masa mendatang.

1.2 STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
Kecamatan Jati Kabupaten Kudus berdasarkan pada Peraturan
Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Kecamatan berkedudukan
dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah,
Camat Jati mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan
urusan pemerintahan di  wilayah Kecamatan yang meliputi Tata
Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat, Ekonomi dan Pem bangunan,
Ketentraman dan Ketertiban Umum, Pelayanan Umum dan pelimpahan
sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
Susunan organisasi Kecamatan Jati terdiri dari ;
a. Camat Jati
b. Sekretaris Kecamatan, membawahkan -
1. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan dan Keuangan
2, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
Seksi Tata Pemerintahan
Seksi Kesejahteraan Rakyat
Seksi Ekonomi dan Pembangunan
Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
Seksi Pelayanan Umum
Kelompok Jabatan Fungsional
Di Kecamatan Jati Sekretariat Kecamatan di pimpin oleh seorang
Sekretaris Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada
Camat. Sub bagian masing-masing dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang
berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Kecamatan. Seksi-
seksi di pimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab
langsung kepada Camat. Bagan Organisasi Kecamatan Jati Kabupaten Kudus
dapat digambarkan sebagai berikut :
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untuk melihat dan menentukan lingkup kewenangannya dapat dilihat
dari tugas pokok masing — masing sebagai berikut -

1. Camat

d.

Camat berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada
Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Camat mempunyai tugas pokok dan fungsi membantu Bupati dalam
melaksanakan urusan pemerintahan di wilayah Kecamatan yang
meliputi Tata Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat, Ekonomi dan
Fembangunan, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Pelayanan
Umum dan pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok,

Camat menyelenggarakan fungsi:

. Perumusan dan penetapan kebijakan, program dan kegiatan lingkup

wilayah Kecamatan di bidang Tata Pemerintahan, Kesejahteraan
Rakyat, Ekonomi dan Pembangunan, Ketentraman dan Ketertiban
Umum, Pelayanan Umum, serta Kelurahan;

. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, program dan

kegiatan lingkup Wilayah Kecamatan di bidang Tata Pemerintahan,
Kesejahteraan Rakyat, Ekonomi dan Pembangunan, Ketentraman
dan Ketertiban Umum, Pelayanan Umum, serta Kelurahan;

. Pelaksanaan  pembinaan penyelenggaraan  pemerintahan

desa/kelurahan di bidang Tata Pemerintahan, Kesejahteraan
Rakyat, Ekonomi dan Pembangunan, Ketentraman dan Ketertiban
Umum, Pelayanan Umum. seria Kelurahan;

. Pelaksanaan pemantauan,evaluasi dan pelaporan di bidang Tata

Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat, Ekonomi dan Pembangunan,
Ketentraman dan Ketertiban Umum, Pelayanan Umum, serta
Kelurahan;

Penyelenggaraan Kesekretariatan Kecamatan;

- Pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yvang diberikan oleh

Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku:

d. Uraian tugas Camat adalah -

1) Merumuskan bahan kebijakan daerah dalam rangka penyusunan

RPJPD, RPJMD, RKPD dan kebijakan daerah lainnya,
merumuskan bahan kebijakan tektis dan menyusun bahan untuk
penetapan Standart Satuan Harga, IndiKator

L Kinerja fogtansi Pemeringah (L7 1P Tak 4
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2]

3)

4)

3)

&)

7)

8)

g)

Kinerja Utama, Perjanjian Kerja dan bahan lainnya sesuai dengan
kewenangan;

Menetapkan kebijakan oprasional lingkup Kecamatan dibidang
Tata Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat, Ekonomi Dan
Pembangunan, Ketentraman Dan Ketertiban Umum, Pelayanan
Umum sesuai dengan kewenangannya;

Merumuskan Renstra, Renja, program kerja dan kegiatan
Anggaran Kecamatan berdasarkan petunjuk pemimpin sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;

Mengkeordinasikan pelaksanaan tugas dilingkungan internal
Kecamatan dan berkoordinasi dengan instansi dan lembaga terkit
untuk mewujutkan sinkronisasi dan harmonisasi npelaksanaan
tugas;

Menyelenggarakan pengelolaan dan pengembangan sistem
informasi dan data di bidang Tata Pemerintahan, Kesejahteraan
Rakyat, Ekonomi Dan Pembangunan, Ketentraman Dan
Ketertiban Umum, Pelayanan Umum:

Mengembangkan inovasi di  bidang tata pemerintahan,
kesejahteraan rakyat, ekonomi dan pembangunan, ketentraman
dan ketertiban umum, pelayanan umum menuju pelayanan publik
yang berkualitas:

Menelaah dan mempedomani peraturan perundang — undangan
dibidang bidang tata pemerintahan, kesejahteraan rakyat,
ekonomi dan pembangunan, ketentraman dan ketertiban umum,
pelayanan umum sebagai bahan perumusan kebijakan serta
pelaksanaan tugas;

Mempelajari dan menelaah permasalahan dibidang tugasnya,
serta menyampaikan saran/pertimbangan kepada pimpinan
sebagai bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang
berlaku;

Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan yang dilakukan
oleh unit kerja daerah instansi vertikal ditingkat Kecamatan sesuai
dengan kewenangan;

10) Memfasilitasi kegiatan di wilayah Kecamatan vyang di

selenggarakan oleh instansi pemerintahan maupun swasta
sesuai dengan kewenangan:

i F| i LKj
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11) Melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan pihak
swasta dalam rangka pemeliharaan sarana dan prasarana serta
fasilitasi pelayanan umum di Wilayah Kecamatan;

12) Membina dan memfasilitasi penyelenggaraan kegiatan
pemenntahan desa dan / atau kelurahan serta kegiatan lain
sesuai dengan kewenangannya;

13) Membina dan memfasilitasi kegiatan kepemudaan, olahraga,
seni, budaya, lembaga adat. keagamaan, sosial, pemberdayaan
perempuan, kesehatan dan pendidikan di desa dan/atau
kelurahan serta kagiatan lain sesuai dengan kewenangannya;

14) Membina dan memfasilitasi kegiataan pembangunan,
pemberdayaan masyarakat, kelembagaan. ekonomi, partisipasi
masyarakat desa dan/atau kelurahan serta kegiatan lain sesuai
dengan kewenangannya;

13) Membina dan memfasilitasi kegitan ketentraman, ketertiban dan
perindungan masyarakat, menerapkan dan penegakan
peraturan daerah, ideclogi Negara, organisasi sosial politik,
organisasi kemasyarakatan, kebencanaan didesa dan/atau
kelurahan serta kegiatan lain sesuai dengan kewenangannya:

16) Menyelenggarakan kegiatan pelayanan administrasi terpadu,
pelayanan perijinan maupun nonperijinan, kependudukan, dan
sarana prasarana pelayanan umum untuk mewujudkan
pelayanan prima kepada masyarakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku:;

17) Memberikan rekomendasi pencairan Alokasi Dana Desa {ADD),
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah (BHRPD), dan Dana Desa
sesuai dengan kewenangannya;

18) Menyelenggarakan fungsi kesekretariatan yang meliputi
perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian dilingkungan
Kecamatan:

19) Melaksanaan penilaian prestasi kerja bawahan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku:

20) Mengendalikan pelaksanaan tugas dan kegiatan dilingkungan
Kecamatan meliputi pengawasan melekat, pemberian petunjuk,
pemantauan, evaluasi dan pembinaan pelaksanaan tugas
bawahan agar mencapai tingkat kinerja yang optimal:

21) Menyusun laporan pelaksanaan tugas dilingkungan Kecamatan
sesuai dengan kegiatan yang telah di laksanakan:

L Ki I Wi i LK}
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22) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan
sesuai ketentuan peraturan perundang-undanagan yang berlaku;
2. Sekretaris Kecamatan

a. Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh secrang Sekretaris
Kecamatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab
kepada Camat

b. Sekretaris Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mempunyai tugas melakukan pengkoordinasian perumusan
dan pelaksanaan kebijakan, program, kegiatan seria
pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan
keuangan, umum dan kepegawaian, hukum, kehumasan,
keorganisasian dan ketatalaksanaan dilingkup kecamatan:

¢ Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di maksud
Sekretans Kecamatan menyelenggarkan fungsi

1. Pengkoordinasian perumusan dan pelaksanaan
kebijakan teknis dilingkup Kecamatan;

2. Pengkoordinasian penyusunan rencana program dan
kegiatan, evaluasi dan pelaporan, umum dan
kepegawaian, hukum, kehumasan, keorganisasian dan
ketatalaksanaan dilingkup Kecamatan;

3. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kegiatan dilingkup
Kecamatan;

4. Pembinaan dan pemberian dukungan administrassi yang
meliputi  pengelolaan  keuangan, ketatausahaan,
kepegawaian, keorganisasian dan ketatalaksanaan
hukum, kehumasan, kerumahtanggan di lingkup
Kecamatan:

5. Pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian
intern, pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkup
Kecamatan;

6. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan
daerah dan pelayanan pengadaan barangfjasa dilingkup
Kecamatan sesuai dengan Kewenangannya;

7. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
sesuai dengan lingkup tugasnya;

5.#“ ﬂpj‘u‘mllﬁmlﬂ..t} TP} Tahun 7
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8. Pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang
diberikan oleh atasan berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;

d. Uraian Tugas Sekretaris Kecamatan

1)

2]
3)

4)

3)

6)

7}

&)

e}

Mengkoordinasian penyusunan bahan perumusan kebijakan
daerah dalam rangka penyusunan RPJPD, RPJMD, RKPD
maupun kebijakan daerah lainnya dan kebijakan teknis serta
merumuskan kebijakan oprasiaonal lingkup kecamatan
sesuai dengan kewenangannya;

Menetapkan kebijakan oprasional di bidang kesekretariatan:
Mengkoordinasikan dan menyusun rancangan Renstra dan
Renja serta menyediakan bahan untuk menetapka Standart
Satuan Harga, Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kerja dan
jenis dokumen perencanaan lainnya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
Mengkoordinasian penyusunan program, kegiatan dan
anggaran di lingkup kecamatan berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;

Mengkoordinasikan dan menyusun Standart Pelayanan,
Standart Oprasional Prosedur (SOP), analisis jabatan,
analisis beban kerja, evaluasi jabatan dan standart kopentesi
jabatan;

Mengkoordinsiakan pelaksanaan tugas untuk mewujudkan
sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
Menyelenggarakan pengelolaan administrasi dan teknis di
bidang kesekretariatan meliputi pengelolaan keuangan,
ketatausahaan, kepegawaiaan, keorganisasian  dan
ketatalaksanaan, hukum, kehumasan, kearsipan serta
kerumahtanggaan dilingkungan dinas dengan perinsip tepat
aturan, tepat administrasi, tepat sasaran dan tepat manfaaat:
Menelaah dan mempedomani peraturan perundang-
undangan maupun acuan kerja yang tersedia sesuai ingkup
tugasnya sebagai bahan pelaksanaan tugas;

Mempelajari dan menelaah permasalahan di bidang tugsnya,
serta menyampaikan satraan [ pertimbangan kepada
pimpinan sebagai bahan perumusan dan
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pelaksanaan kebijakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;

10) Mengkoordinasian pelaksanaan sistem pengadilan intern,
pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkup
Kecamatan;

11) Mengkoordinasikan dan menyipkan rancangan kegiatan dan
anggaran (RKA), dokumen pelaksanaan anggaran (DPA)
serta perubahan anggaran sesuai ketentuan dan plafon
anggaran yang telah ditetapkan,

12) Mengkoordinasikan penyiapan bahan untuk penyusunan
rancangan laporan keterangan penanggung jawaban (LKPJ),
laporan  kinerja instansi pemerintah (LKjIP), laporan
penyelenggaraan pemerintah daerah (LPPD);

3. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian

a. Subbagian umum dan kepegawaian di pimpin oleh secrang
Kepala Subbagian yang berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Sekretaris Kecamatan.

b. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai
tugas melakukan koordinasi penyiapan bahan perumusan
dan pelaksanaan kebijakan, pememantauan, evaluasi dan
pelaporan meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, aset,
kearsipan, keorganisasian, hukum, kehumasan,
kepegawaian dilingkup Kecamatan

. Uraian tugas Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

1) Menyiapkan dan menyusun bahan perumusan kebijakan
daerah dan teknis seta merumuskan bahan untuk penyusunan
kebijakan oprasional dibidang umum dan kepegawaian sesuai
dengan kewenangannya;

2) Menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran
subbagian umum dan kepegawaian sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;

3) Mengkoordinasian pelaksanaan tugas untuk mewujudkan
sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;

4) Menelaah dan mempedomani peraturan perundang- undangan
maupun acuan kerna yang tersedia sesuai lingkup tugasnya
sebagai bahan pelaksanaan tugas;

3) Mempelajari dan menelaah permasalahan di bidang tugasnya,
serta menyampaikan saran/pertimbangan kepada
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pimpinan sebagai bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;

6) Mengkoordinasikan bahan usulan kenaikan pangkat, mutasi,
gaji berkala, pemberhentian/pensiun, penginman peserta
pendidikan dan pelatihan (Diklat’bimtek), dan urusan
kepegawaian lainnya;

7) Penyusun laporan rutin peremajaan pegawai, daftar urut
kepangkatan (DUK), data nominatif pegawai dan laporan
kepegawaian guna  terciptanya tertib  administrasi
kepegawaian;

8) Melaksanakan pengelolaan barang milik daerah, sarana dan
prasarana lingkup badan guna menunjang kelancaran
pelaksanaan tugas;

9) Menyiapkan bahan, sarana, akomodasi dan protokoler dalam
kegiatan rapat dan penerimaan kunjungan tamu kedinasan:

10) Melaksanakan layanan kegiatan ketatausahaan, tata laksana,
perlengkapan, hukum, kehumasan, organisasi, dokumentasi,
perpustakaan, kearsipan, pengurusan rumah tangga;

11) Mengkoordinasikan penyusunan analisis jabatan, analisis
beban kerja, evaluasi jabatan, standart kompetensi jabatan;

12) Menyiapkan bahan penyusunan survey kepuasan masyarakat
sistem pengendalian intern pemerintah, serta pengelolaan
informasi dan dokumentasi di lingkup Kecamatan:;

13) Melaksanakan penilaian prestasi kerja bawahan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;

14) Mengendalikan pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan
meliputi  pengawasan melekat, pemberian  petunjuk,
pemantauan, evaluasi dan pembinaan di subbagian umum dan
kepegawaian;

15) Menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan kegiatan
yang telah di laksanakan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja;

16) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan
sesuai  ketentuan peraturan perundang-undangan yang
beraku;
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4. Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan
keuangan

a.

1

2)

3)

3)

5)

7)

Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan di pimpin
oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan
bertanggung jawab kepada Sekretaris Kecamatan

Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi Pelaporan dan
keuangan mempunyai tugas melakukan koordinasi penyiapan
bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, program dan
kegiatan dibidang pengelolaan keuangan, pemantauan,
evaluasi serta pelaporan dilingkup Kecamatan

Uraian tugas Kepala Subbagian Perencanaan, evaluasi,
Pelaporan dan Keuangan

Menyiapkan dan menyusun bahan perumusan kebijakan
daerah dalam rangka penyusunan RPJPD, RPJMD, RKPD
maupun kebijakan daerah lainnya dan kebijakan teknis sera
merumuskan bahan kebijakan oprasional dibidang
perencanaan, evaluasi, pelaporan dan keuangan sesuai
dengan kewenangannya;

Menyiapkan bahan rancangan renstra dan renja seria
menyiapkan bahan uniuk penetapan standart satuan harga,
indikator kineria utama, perjanjian kerja dan dokumen
perencanaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;

Menyusun rencana, program, kegiatan dan anggaran di
lingkup kecamatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas:
Mengkoordinasikan bahan usulan usulan rencana program
kerja, kegiatan, penyusunan rencana kegiatan anggaran,
dokumen pelaksanaaan anggaraan, beserta perubahannya
dilingkungan dinas,

Mengkoordinasikan tugas untuk mewujudkan sinkronisasi dan
harmonisasi pelaksanaan tugas;

Menelaah dan mempedomani peraturan perundang- undangan
maupun acuan kerja yang tersedia sesuai lingkup tugasnya
subagai bahan pelaaksanaan tugas;

Mempelajari dan menelaah permasalahan di bidang tugasnya,
serta menyampaikan saran/pertimbangan kepada pimpinan
sebagai bahan perumusan dan pelaaksanaan
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kebijakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;

8) Menyiapkan bahan penyusunan rancangan laporan kinerja
instansi  pemerintah  (LKJIP),  laporan keterangan
pertanggungjawaban (LKPJ) dan laporan penyelengaraan
pemerintah daerah (LPPD) dan jenis pelaporan lainnya di
lingkungan Kecamatan:

8) Menyiapkan bahan penyusunan Standart Pelayanan, Standart
Oprasional Prosedur (SOP) dan Standart Pelaayanan Minimal-

10) Melaksanakan kegiatan pelaksanaan, penata usahaan,
akuntansi dan pertanggung jawaban keuangan Kecamatan:

11) Melaksanakan dan mengkoordinasikan proses administrasi
keuangan melalui aplikasi sistem informasi untuk pengelolaan
keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-
undangan;

12) Melaksanakan proses pencairan anggaran dan pengelolaan
administrasi keuangan;

13) Menyusun materi tindak lanjut hasil pemeriksaan atau audit
aparal pengawasan fungsional sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;

14) Menyusun laporan Bulanan, perkembangan pelaksanaan
kegiatan, semesteran, dan tahunan keuangan;

15) Melaksanakan penilaian prestasi kerja bawahan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;

16) Mengendalikan pelaksanaan tugas dan kegiatan meliputi
pelaksanaan melekat, pemberian petunjuk, pemantauan,
evaluasi dan pembinaan di subbagian perencanaan, evaluasi,
pelaporan dan keuangan;

17) Menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai kegiatan yang
telah di laksanakan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja;

18) Melakukan tugas kedinasan lain yang di berikan pimpinan
sesual ketentuan peraturan perundang undangan yang
berlaku;

5. Kepala Seksi Tata Pemerintahan
a. Ringkasan Tugas
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1)

2)

3)

4

3)

6)

7}

g)

9

Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan, progam dan kegiatan, pembinaan, fasilitasi,
pemantauan, evaluasi dan pelaporan melipuli pembinaan dan
pengawasan  penyelenggaraan  pemenntahan, BPD,
pengelolaan keuangan, kinerja aparatur pemerintah desa dan/
atau Kelurahan.

Uraian tugas Kepala Seksi Tata Pemerintahan

Menyiapkan dan menyusun bahan perumusan kebijakan
daerah dan teknis serta merumuskan kebijakan operasional di
bidang tata pemerintahan sesuai dengan kewenangannya;

Menyusun rencana, progam, kegiatan dan anggaran seksi
Tata Pemerintahan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas untuk mewujudkan
sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;

Menelaah dan mempedomi peraturan perundangan-
undangan maupun acuan kerja yang tersedia sesuai lingkup
tugasnya sebagai bahan pelaksanaan tugas;

Mempelajari dan menelaah permasalahan dibidang tugasnya,
serta menyampaikan saran/pertimbangan kepada pimpinan
sebagai bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang
berlaku;

Melaksanakan koordinasi dalam rangka urusan pemerintahan
umum sesuai ketentuan yang berlaku;

Menyiapkan bahan pembinaan dibidang pemerintahan umum,
penyelenggaraan pemerintah desa/kelurahan:

Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi tertib administrasi
pemenntah desa danfatau kelurahan;

Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan
pemilihan Kepala Desa, serta pengisian Perangkat Desa dan
anggota BPD;

10) Menfasilitasi, menyalurkan aspirasi masyarakat dalam rangka

pembentukan, penghapusan dan penggabungan
desalkelurahan serta perubahan status desa menjadi
Kelurahan, perubahan batas wilayah desa/kelurahan dengan
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berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang
berlaku;

11) Memberikan fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis,
konsultasi, monitoring dan evaluasi teknik penyusunan produk
hukum desa;

12) Melaksanakan fasilitasi dan pembinaan dan fasilitasi
penyelenggaraan  pemerintahan, BPD, pengelolaan
keuangan, kinera aparatur pemerintah desa dan/atau
Kelurahan,

13) Melaksanakan fasilitasi intensifikasi pemungutan dan
pelunasan PBB;

14) Menfasilitasi penyusunan Perencanaan Desa meliputi RPJM
Desa, RKP Desa, RAPE Desa dan Perubahan APB Desa:

13) Melaksanakan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa
(Laporan  Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) di Tingkat
Kecamatan;

16) Menyiapkan bahan rekomendasi pencairan Alokasi Dana
Desa (ADD), Bagi Hasil Pajak dan Retribuasi Daerah
{EHPRDD), dan Dana Desa;

17) Melaksanakan penilaian prestasi kerja bawshan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berfaku;

18) Mengendalikan pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan
meliputi pengawasan melekat, pemberian petunjuk,
pemantauan, evaluasi dan pembinaan di Seksi Tata
Pemerintahan;

19) Menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan
kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bentuk
akuntabilitas kinerja;

20) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

6. Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat
a. Ringkasan Tugas
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1)

2)

3)

4)

5)

&)

7)

8)

g)

Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan, progam dan kegiatan, pembinaan, fasilitasi,
pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi pelaksanaan
kegiatan kepemudaan, olahraga, seni, budaya, lembaga adat,
keagamaan, sosial, pemberdayaan perempuan, kesehatan
dan pendidikan di desa dan Kelurahan.

Uraian tugas

Menyiapkan dan menyusun bahan perumusan kebijakan
daerah dan teknis serta merumuskan kebijakan operasional di
bidang kesejahteraan sesuai dengan kewenangannya;
Menyusun rencana, program, kegiatan dan anggaran Seksi
Kesejahteraan Rakyat sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas untuk mewujudkan
sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas,

Menelaah dan mempedomani peraturan perundang- undangan
maupun acuan kerja yang tersedia sesuai lingkup tugasnya
sebagai bahan pelaksanan tugas:

Mempelajari dan menelaah permasalahan dibidang tugasnya,
serta menyampaikan saran/pertimbangan kepada pimpinan
sebagai bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;

Melaksanakan koordinasi progam pemenntah meliputi Badan
Amal Zakat Nasional (BAZNAS), Gerakan Nasional Orang Tua
asuh  (GNOTA), Palang Merah Indonesia (PMI),
penanggulangan kemiskinan:

Melaksanakan koordinasi  dalam upaya peningkatan
kesehatan, meliputi pencegahan dan pemberantasan penyakit,
lingkungan sehat, perbaikan gizi masyarakat dan pelayanan
kesehatan masyarakal;

Melaksanakan fasilitasi dalam rangka pengembangan jaminan
sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental,
pendayagunaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial
(PKPS), dan penanganan sasaran Penanggulangan Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS);

Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi kegiatan kepamudaan,
olahraga, seni budaya, lembaga adat,
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keagamaaan , sosial, pemberdayaan perempuan, kesehatan
dan pendidikan di desa dan/atau Kelurahan;

10) Melaksanakan penilaian prestasi kerja bawahan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;

11) Mengendalikan pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan
meliputi pengawasan melekat, pembenan petunjuk,
pemantauan, evaluasi dan pembinaan di Seksi Kesejahteraan
Rakyat;

12) Menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan kegiatan
yang telah dilaksanakan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja;
dan

13) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan
sesual ketentuan peraturan perundang-undangan yang
beriaku.

7. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan

a. Ringkasan Tugas
Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan, progam dan kegiatan, pembinaan, fasilitasi
pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi pelaksanaan
kegiatan pembangunan, pemberdayaan masyarakat,
kelembagaan, ekonomi, partisipasi masyarakat desa dan/
atau Kelurahan,

b. Uraian tugas

1) Menyiapkan dan menyusun bahan perumusan kebijakan
daerah dan teknis serta merumuskan kebijakan operasional di
bidang ekonomi dan pembangunan sesuai dengan
kewenangan;

2) Menyusun rencana, progam, kegiatan dan anggaran Seksi
ekonomi dan pembangunan sebagai pedoman pelaksanaan
tugas;

3) Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas untuk mewujudkan
sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;

4) Menelaah dan mempedomani peraturan perundang-
undangan maupun acuan kerja yang tersedia sesuai lingkup
tugasnya sebagai bahan pelaksanaan tugas;

3) Mempelajari dan menelaah permasalahan dibidang tugasnya,
serta menyampaikan saran/pertimbangan kepada
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pimpinan sebagai bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;

6) Melaksanakan kegiatan fasilitasi pembinaan terhadap
perkembangan perekonomian Desa dan Kelurahan berkaitan
dengan dana bantuan dan ekonomi lemah:;

7) Melaksanakan Musrenbang Kecamatan dan menfasilitasi
kegiatan perencanaan pembangunan desal atau kelurahan;

8) Melaksanakan pembinaaan kegiatan evaluasi pemberdayaan
masyarakat desa dan fatau kelurahan:

9) Melaksanakan pendataan dan penyusunan profil kecamatan
serta mengkoordinasikan penyusunan profii desa dan /
kelurahan;

10) Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan
penguatan kelembagaan masyarakat dan ekonomi
masyarakat desa,

11) Melaksanakan pengembangan pembangunan berbasis
parisipasi masyarakat, mendorong partisipasi masyarakat
untuk ikut serta dalam pembangunan desa/kelurahan;

12) Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pelakasanaan
kebersihan, keindahan, kerapian (K3) lingkungan di wilayah
kecamatan,

13) Melaksanakan fasilitasi pengembangan produksi dan
pemasaran hasil usaha masyarakat di wilayah Kecamatan:

14) Melaksanakan fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat:

13) Melaksanakan penilaian prestasi kerja bawahan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;

16) Mengendalikan pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan
meliputi  pengawasan melekat, pemberian petunjuk,
pemantauan, evaluasi dan pembinaan di Seksi Ekonomi dan
Pembangunan;

17) Menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan
kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bentuk
akuntabilitas kinerja; dan

18) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan
sesual  ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
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8. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

1)

Z)

3)

4)

)

€)

7

8)

Ringkasan Tugas

Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan, progam dan kegiatan, pembinaan, fasilitasi,
pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi pelaksanaan
kegiatan ketenitraman, ketertiban dan perlindungan
masyarakat, penerapan dan penegakan peraturan daerah,
ideclogi negara, organisasi sosial politk, organisasi
kemasyarakatan, kebencanaan di desa dan fatau Kelurahan.
Uraian tugas

Menyiapkan dan menyusun bahan perumusan kebijakan
derah dan teknis serta merumuskan kebijakan operasional di
bidang ketentraman dan ketertiban umum sebagai pedoman
pelaksanaan tugas,

Menyusun rencana, progam, kegiatan dan anggaran Seksi
Ketentraman dan Ketertiban Umum sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;

Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas untuk mewujudkan
sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;

Menelaah dan mempedomani peraturan perundang-
undangan maupun acuan kerja yang tersedia sesuai lingkup
tugasnya sebagai bahan pelaksanaan tugas,

Mempelajari dan menelaah permasalahan dibidang tugasnya,
serta menyampaikan saran/pertimbangan kepada pimpinan
sebagai bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang
berlaku;

Melaksanakan koordinasi dengan Kepolisian, TNI, Satpol PP
Kabupaten, pemuka agama dan tokoh masyarakat dalam
upaya panyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di
wilayah Kecamatan,;

Melaksanakan inventarisas! kejadian di wilayah, penyakit
masyarakat (Pekat), jenis pelanggaran peraturan daerah dan
peraturan lainnya yang menyangkut kepentingan umum
sebagal bahan laporan;,

Melaksanakan koordinasi di bidang ketahanan ideoclogi
negera, kesatuan bangsa, wawasan kebangsaan bela
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negara, nilai-nilai sejarah kebangsaaan dan penghargaan
kebangsaan di wilayah kecamatan;

9) Melaksanakan koordinasi di bidang kewaspadaan dini,
kernjasama Intelijen keamanan, bina masyarakat, organisasi
sosial politik, organisasi kemasyarakatan dan lembaga
kemasyarakatan penanganan Konflik sosial, pengawasan
orang asing dan lembaga asing di wilayah kecamatan;

10) Melaksanakan koordinasi penanganan dan penanggulangan
bencana dengan melibatkan Satlinmas dan instansi terkait:

11) Menggerakkan dan membina  sistemm  keamanan
lingkungan/siskampling di masing-masing desa dalam wilayah
Kecamatan:

12) Melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas aparat dalam
rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah;

13) Mengkoordinasikan dan menjaga keamanan dan ketertiban
dalam pemilihan umum:;

14) Melaksanakan kegiatan pengamanan terpadu;

15) Melaksanakan penilaian prestasi kerja bawahan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundng-undangan yang
berlaku;

16) Mengendalikan pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan
meliputi  pengawasan melekat, pemberian petunjuk,
pemantauan, evaluasi dan pembinaan di Seksi Ketentraman
dan Ketertiban Umum;

17) Menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan
kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bentuk
akuntabilitas kinerja; dan

18) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan
sesual ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

9. Kepala Seksi Pelayanan Umum

a. Ringkasan Tugas
Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijgkan, progam dan kegiatan, pembinaan, fasilitasi,
pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi pembinaan dan
pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, BPD,
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pengelolaan keuangan, kinerja aparatur pemerintah desa
dan/atau Kelurahan,

b. Uraian tugas

1) Menyiapkan dan menyusun bahan perumusan kebijakan
daerah dan teknis serta merumuskan kebijakan operasional di
bidang tata pemerintahan sesuai dengan kewenangannya;

2) Menyusun rencana, progam, kegiatan dan anggaran seksi
Tata Pemerintahan sebagai pedoman pelaksanan tugas;

3) Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas untuk mewujudkan
sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;

4) Menelaah dan mempedomani peraturan perundang-
undangan maupun acuan kerja yang tersedia sesuai lingkup
tugasnya sebagai bahan pelaksanaan tugas;

3) Mempelajari dan menelaah permasalahan dibidang tugasnya,
serta menyampaikan saran/pertimbangan kepada pimpinan
sebagai perumusan dan pelaksanaan kebijakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
beriaku;

6) Menyiapkan bahan penyusunan Standar Pelayanan Minimal,
Survey Kepuasan Masyarakat;

7) Melaksanakan percepatan kegiatan penyelenggaraan
pelayanan umum dalam rangka pencapaian standart
pelayanan minimal di wilayah Kecamatan:

8) Menyelenggarakan pelayanan administrasi, legalisasi surat-
surat keterangan, dan jenis pelayanan publik lainnya;

9) Meneliti dan menverifikasi ajuan pendaftaran kependudukan:

10) Memberikan pelayanan pindah penduduk antar kecamatan
dalam satu kabupaten;

11) Memberikan rekomendasi pindah penduduk dalam dan antar
kabupaten/ provinsi;

12) Menyiapkan data kependudukan secara rutin guna
penyusunan data kependudukan;

13) Melaksanakan pelayanan perizinan maupun non perizinan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

14) Menyiapkan data aset-aset Pemerintah Daerah yang ada di
wilayah kecamatan;

15) Melaksanakan koordinasi kegiatan pemeliharaan prasarana
dan fasilitasi pelayanan umum;
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16) Melaksanakan penilaian prestasi kerja bawahan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;

17) Mengendalikan pelaksanaan tugas dan kegiatan meliputi
pengawasan melekat, pemberian petunjuk, pemantauan,
avaluasi dan pembinaan di Seksi Pelayanan Umum;

18) Menyusun laporan pelaksanaan ftugas sesuai dengan
kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bentuk
akuntabilitas kinerja;
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1.2 Struktur Organisasi

Bagan 1.2 SUSUNAN ORGANISASI KECAMATAN JATI

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI KECAMATAN JATI KABUPATEN KUDUS

CAMAT JATI
I SEKRETARIS
| KECAMATAMN
| |
KASUBBAG PERENC. KASUBBAGUMUM
EVALUASIPELAPORAN DAN KEU DAN KEPEGAWAIAN
KASI TATA KAS| KESEJAHTERAAN KAS| EKONOMI DAN KASI KASI PELAYANAN
PEMERINTAHAN RAKYAT PEMBANGUNAN TRAMTIBUM uMUM
[ DESA
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1.3 ASPEK STRATEGIS DAN PERMASALAHAN UTAMA

Isu — isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Kecamatan Jati
adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam
penyusunan program kerja karena dampaknya yang signifikan bagi
Kecamatan Jat dimasa mendatang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi
isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan
menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak
dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan pelayanan
kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Suatu isu strategis bagi Kecamatan Jati diperoleh baik berasal dari
analisis intermal berupa identifikasi permasalahan pelaksanaan renstra
sebelumnya maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan
peluang dan ancaman bagi Kecamatan Jati di masa mendatang.

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat
menentukan dalam proses penyusunan program kerja untuk melengkapi
tahapan - tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. |dentifikasi isu yang
tepat dan bersifat strategis akan meningkatkan akseptabilitas prioritas
program kegiatan, dapat dioperasionalkan dan dapat
dipertanggungjawabkan,

Berdasarkan pada tugas pokok dan fungsi Kecamatan Jati
Kabupaten Kudus secara umum memiliki fungsi strategis yaitu -

1. Pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati
untuk menagani sebagaian urusan otonomi daerah

2. Pelaksanaan Koordinasi kegiatan pemberdayaan dan Kesejahteraan
masyarakat.

3. Pelaksanaan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan
ketertiban umum

Adapun permasalahan utama Kecamatan Jati Kabupaten Kudus
yang harus diselesaikan dalam rangka memberikan pelayanan di bidang
Pemerintahan dan Pelayanan Publik sebagai berikut :

Isu Setrategis Kewilayahan Kecamatan Jati

a Penanganan kebencanaan (banjir, angin kencang) kaitannya
dengan banjir adalah normalisasi sungai — sungai (sungai gelis dan
sungai wulan yang kondisinya memang dangkal,

b. Perlunya perimbasan pohon yang dahannya sudah tinggi dan
membahayakan.
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c. Pembuatan saluran air, mengingat bahwa saat turun hujan terdapat
beberapa jalan yang tergenang contoh jalan didepan Kantor Camat
Jati dan Balai Desa Tanjung Karang;

d. Penegakan Perda di wilayah Kecamatan Jati,

@ Pemberdayaan Satlinmas Inti di Kecamatan Jati dioptimalkan agar
ditambah personil dan membantu dalam Ketentraman dan ketertiban
umum di wilayah Kecamatan Jati dengan melalui pelaksanaan
Pengamanan Wilayah Terpadu serta Patroli dan Penegakan Perda.

f Peningkatan Ekonomi kerakyatan melalui Pemberdayaan Bumdes
diharapkan mengangkat UMKM di Wilayah Kecamatan Jati

Untuk mencapai /| mewujudkan target kinerja yang telah
ditetapkan tersebut pada tahun 2022 Kecamatan Jati melaksanakan 8
Program, 13 kegiatan dan 27 sub kegiatan.

Tabel 1.2 Belanja Daerah Kec. Jati Tahun Anggaran 2022

NO URAIAN ANGGARAN %
1 Belanja 4.047.293.9201 100%

2 Belanja Tidak Langsung | 2.855.716.180,1 75%

3 Belanja Langsung 1.191.577. 7401 25%
" Bumber dem Dokumen Pemksanasn Perubahan Anggaran (0FFA PD) Feamaian 2l Takan 30
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1.4 SISTEMATIKA
Sistematika LKjIP ini disusun terdiri dari 4 BAB dengan Rincinan

Sebagai Berikut
Bab. | Pendahuluan
1.1.  Latar belakang
Memuat pengertian LKjlP  proses penyusunan
kedudukanLKjIP,
1.2,  Stuktur organisasi dan tata Kerja
Memuat Strukiur organisasi Kecamatan Jati dan
kedudukan masing masing pejabat dan staf:
1.3. Aspek Strategis
Berisi Isu isu strategis Kecamatan Jati dan
Permasalahan yang dihadapi Kecamatan Jati:
1.4. Landasan Hukum
Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang
digunakan dalam pembuatan LKjIP
1.5. Sistematika
Berisi sistematika terkait dengan pengaturan serta
penjelasan ringkas,isi dari setiap bab
BAB ll. Perencanaan Kinerja
Rencana Strategis
Memuat rencana kerja Kecamatan kedepan terutama hal-hal
strategis yg diperlukan guna menghadapi tantangan kedepan dan
yg harus dikerjakan
Rencana Kerja
Memuat perencanaan kerja kegiatan yang dilakukan masing-
masing Seksi dan Subbag
Perjanjian Kinerja
Memuat arti yang dimaksud perjanjian kinerja dan tujuan perjanjian
kinerja
BAB. lll. Akuntabilitas Kinerja
Capaian Kinerja Organisasi
Memuat capaian kinerja OPD pada Tahun 2022 seluruh program
dan kegiatan dan gambaran secara umum capaian
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Analisis Capaian Kinerja
Memuat analisis capaian kinerja OPD dengan membandingkan
capaian tahun 2022 dan tahun lalu.
Realisasi Anggaran
Memuat pagu anggaran yang dipercleh Kecamatan Jahi dan
anggaran yg terserap di setian program kegiatan
BAB. IV. Penutup
Kesimpulan
Berupa gambaran secara menyeluruh capain OPD dan hal - hal
yang telah dilaksanakan
Lampiran
Memuat hal-hal yg diperlukan guna mendukung laporan
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BAB Il

PERENCANAAN KINERJA

21 RENCANA STRATEGIS

Penyusunan Perencanaan Kinerja Kecamatan merupakan suatu
upaya untuk mengarahkan dimensi kebijakan pemerintahan dan
pembangunan, baik di Pemerintahan Kecamatan sendiri maupun secara lintas
sekioral. Perencanaan kinerja Kecamatan tersebut tetap mengacu pada
perencanaan kinerja Kabupaten sehingga dalam pengelolaan dan pelayanan
Kepada Masyarakat betul-betul mengacu pada Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah kabupaten Kudus umusan umum perencanaan
mengenai keadaan Tahun 2018-2023 yang telah dibuat dan ditetapkan dengan
Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan
jangka Menengah Daerah kabupaten Kudus Tahun 2018-2023 yang
merupakan pedoman dalam pembangunan di kabupaten Kudus selama tahun
2018-2023

1. Visi dan Misi
a. ViSI

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan
pada akhir periode perencanaan. Dalam kurun wakiu perencanaan
pembangunan jangka menengah 5 (lima) tahun 2018-2023.Tujuan
pembangunan Kabupaten Kudus telah ditetapkan dan dituangkan dalam
Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Kudus tahun 2018- 2023, maka
pemerintah Kecamatan Jati mengacu pada arah dan kebijakan
pemerintah Kabupaten Kudus dengan Visi sebagai berikut :

* Kudus Bangkit Menuju Kabupaten Modern, Religius,Cerdas dan
Sejahtera “

Secara filosofis Visi tersebut dapat dimaknai sebagai berikut -

Bangkit artinya bangkit merupakan suatu tindakan semangat dari
masyarakat untuk  bangun menggugah dan  memajukan
daerah.Tindakan semangat yang ditimbulkan dapat memperkuat dan
mengembangkan potensi daerah untuk bersaing dengan daerah lain.
Daerah yang bangkit mampu memperbaiki permasalahan daerah dan
menyejahterakan masyarakat.

Modern artinya modern merupakan suatu sikap . cara, berpikir
dan cara bertindak sesuai dengan ketentuan zaman.

I Kinerfa Instansi Pemerimiah (LKJ IF) Tahun
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Religius artinya religius merupakan sikap dan perilaku masyarakat yang
taat dalam menjalankan ajaran agama yang dianutnya, bersikap toleran
terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, serta selalu menjalin
kerukunan hidup antar pemeluk agama

Karakter religius sangat penting dalam kehidupan masyarakat ,
menjadi sikap yang mengacu pada tatanan dan larangan dan tatanan
sikap yang telah diatur dalam aturan agamanya. Sikap religius pada
individu akan menciptakan rasa aman , tentram, dan damai dalam
kehidupan masyarakat.

Cerdas artinya cerdas berarti mempunyai kebiasaan atau tradisi,
sikap dan kemampuan untuk selalu belajar guna meningkatkan
pengetahuan , intelektual, emosional dan sepiritual.

Sejahtera. Sejahtera berarti aman sentosa dan makmur dengan suatu tata
kehidupan masyarakat baik materiil dan sepiritual.
b. MISI
Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan
dilaksanakan untuk mewujudkan untuk mewujudkan Visi . adapun misi
yang dirumuskan untuk mewujudkan Visi pembangunan di Kabupaten
Kudus tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan masyarakat Kudus yang berkualitas  kreatif, inovatif
dengan memanfaatkan teknologi dan multimedia.

2 Mewujudkan pemerintahan yang semakin handal
untuk peningkatan pelayanan publik.

3. Mewujudkan kehidupan yang toleran dan kondusif.

4. Memperkuat ekonomi kerakyatan yang berbasis keunggulan lokal dan
membangun iklim usaha yang berdaya saing,

Dalam mendukung program Kerja Kepala Daerah maka Kecamatan
Jati mengampu Salah satu Misi Bupati Kudus yaitu pada Misi ke 2
"Mewujudkan Pemerintahan yang semakin handal untuk peningkatan
pelayanan publik”,

2 Tujuan dan Sasaran
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Jati Kabupaten Kudus
adalah penjabaran dari Misi ke 2 Bupati dan Wakil Bupali Kudus terpilih
periode 2018 s/d 2023 *Mewujudkan Pemerintahan Yang Semakin Handal
Untuk Peningkatan Pelayanan Publik® sesuai dengan tugas Pokok dan
Fungsi OPD Kecamatan Jati Kabupaten Kudus.
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A. Tujuan
Dengan mengacu pada Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih, maka

Tujuan yang akan dicapai Kecamatan Jati Kabupaten Kudus dalam 5
Tahun Kedepan adalah “Mewujudkan fasilitasi Pelayanan Publik
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melalui pelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan
partisipatif”.
B. Sasaran
Adapun untuk mencapai Tujuan SKPD maka diperlukan sasaran
yang ingin dicapai Kecamatan Jati Kabupaten Kudus yaitu :
1. Terwujudnya fasilitasi pelayanan publik melalui penyelenggaraan
pemerintahan yang akuntabel dan partisipatif:
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.
Tabel 2.1
' " Indikator Target Kinerja Pada Tahun
T!.IjLJHITI Sacaran H:lnﬂfjﬂ
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Mewujudkan | Terwujudnya Persentasa | 100 | 100 | 100 | 100 100
| fasilitasi fasiitasi Desa yang
Pelayanan pelayanan pubik | melakukan
Publik medalui pengelalaan
melalui panyalanggar administrasi
pelenggaraan | aan dan .
pemerintahan | pemerintahan keuangan
| yamg yang akuntabel | desa sesus
akuntabel dan ketentuan
dan | partisipatif
isipatif — =
i Meningkatnya | Nilai 70 | 70 | 70 | 0 70
Akuntabilitas evaluas
Kinerja SAKIP
Perangkat Perangkat
Daerah | Daerah
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2.2 PERENCANAAN KINERJA

Dalam Pelaksanaan Tugasnya Kecamatan Jati memiliki 1 Tujuan, 2

Sasaran dan 2 Indikator Kinerja Utama.

Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama

TUJUAN SASARAN
KINERJA
Terwujudnya Terwujudnya Persentase % | 100
fasilitas fasilitasi Desa
layanan pelayanan publik | yang
ublik melalui melalui melakukan
penyelenggaraan | penyelenggaraan | pengelolaan
P::;l'lﬂﬁﬂtﬂhﬂ” pemerintahan administrasi
yang
akuntabel dan yang akuntabel :an desa
partisipatif s
sesuai
| ketentuan
Meningkatnya Nilai evaluasi Nilai | 70
Akuntabilitas SAKIP
Kinerja perangkat
Perangkat daerah
Daerah
|
. |

" INDIKATOR

SATUAN

‘I".ll.Hi.:-inE'lT

Sasaran yang ingin dicapai Kecamatan Jati Kabupaten Kudus

berdasarkan tujuan adalah sebagai berikut :

a Terwujudnya fasilitasi Pelayanan Publik melalui penyelenggaraan

pemerintahan yang akuntabel dan partisipatif
b Meningkatnya Capaian Kinena Perangkat Daerah
Strategi yang dirumuskan untuk mencapai sasaran tersebut di atas

melalui perumusan kebijakan sebagai berikut :
a Memfasilitasi pengembangan pemasaran hasil produk UMKM.

b. Memfasilitasi peningkatan kebersihan dan pengembangan upaya
pelestarian dan pengendalian dampak lingkungan,

¢. Meningkatkan kapasitas SDM aparatur.

d. Memfasilitasi pembinaan organisasi kepemudaan.

e Melaksanakan

pembinaan masyarakat

ketentraman dan ketertiban.
f. Memfasilitasi pendidikan politik kepada masyarakat.
8. Memfasilitasi peningkatan kebersihan dan pengembangan upaya
pelestarian dan pengendalian dampak lingkungan.
h. Mengaktifkan posko kesiapsiagaan bencana di Kecamatan dan
desa-desa di wilayah Kecamatan Jati:

L ) i ]
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.. Meningkatkan  kemampuan  satlinmas desa  dalam
penanggulangan bencana;

| Pemenuhan sarana dan prasarana dalam penanganan bencana
banjir;

2.3 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja pada dasamya adalah lembarfdokumen yang
berisi penugasan dari Pimpinan yang lebih tinggi kepada pimpinan
Instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang
disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudiah
komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan
pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi
dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati
tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun yang
bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya,

Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi
amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi,
dan kinerja Aparatur.

2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja
aparatur.

3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan
dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan
dan sanksi.

4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring,
evaluasidan supervise atas perkembangan/kemajuan kinerja
penerima amanah.

5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,
transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil Camat Jati pada
tahun 2022 telah melakukan Perjanjian Kinerja dengan Bupati Kudus
untuk mewujudkan target kinerja sebagaimana terdampir, adapun secara
umum dapat digambarkan dalam tabel berikut inj :
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INDIKATOR
NO SASARAN KINERJA SATUAN TARGET
1 | Terwujudnya fasilitasi Persenlase Desa Yo 100
pelayanan publik melalui | yang melakukan
penyelenggaraan pengelolaan
pemernntahan yang administrasi dan
akuntabel dan partisipatif = keuangan desa
sasuai ketentuan
2 | Meningkatnya Milai evaluasi Milai T0
Akuntabilitas Kinerja SAKIP perangkat
Perangkat Daerah | daerah
INDIKATOR
NO PROGRAM KINERJA TARGET ANGGARAN
1 | Program Penunjang Indeks 83 Nilai 3.209.265.710
Urusan Pemenntahan Kepuasan KM
Daerah Kabupaten/Kota Masyarakat atas
kinerja
perangkat
daerah
2 | Program Cakupan 100 % 4.999 265
Penyelenggaraan penyelenggaraan -
Pemernntahan dan pemerintahan
Pelayanan Publik dan pelayanan |
publik |
3  Program Pemberdayaan Cakupan 100 % 148.498.991
| Masyarakat Desa dan kegiatan
| Kelurahan pemberdayaan
masyarakat desa
| dankelurahan
4 | Program Koordinasi Cakupan 100 % 244 175.300
| Ketentraman dan kegiatan
Ketertiban Lmum koordinasi trantib
L1 LIFTELETTY
5 | Program Cakupan 100 % 258.895.800
Penyelenggaraan Urusan | penyelenggaraan
Pamerntahan Umum | urusan
pemarintahan
umum .
& | Program Pengawasan | pambinaan dan 100 % 18.996.669 |
F'Errﬂl'il'ltﬂhﬂn DE‘H Pﬂnﬁmn
Pemerintahan
Desa |
7 | Program Cakupan 100 % 7.999.085 |
Pengembangan Pengembanga
| | Kebudayaan n Kebudayaan
8. ' Program Cakupan kegiatan 100%
Pemerintahan pemerintahan dan
| dan Kesejahteraan
Kesejahleraan Rakyat
| Rakyat
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BAB llI
AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk penelitian
keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan fujuan
dan sasaran yang akan dicapai, yang telah ditetapkan dalam visi dan misi
Pengukuran yang dimaksud merupakan suatu hasil dari suatu penilaian
yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan
berupa masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Penilaian
dimaksud fidak terlepas dari kegiatan mengolah dan masukan untuk
diproses menjadi keluaran penting dan berpengaruh terhadap pencapaian
tujuan dan sasaran.

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan PP 8 Tahun 2006 tentang
pelaporan Keuangan dan kinerja Instansi Pemerintahan dan Peraturan
Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang sisitem akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah, serta PP Menten PAN dan Birokrasi Nomor 53 Tahun
2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi
Pemenntah dan tata cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah, setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja
yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang
dipergunakannya.

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian
tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada
perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran

sebagai berikut :
KATEGORI 'SKALA PENILAIAN
Sangat Baik = 91%
Baik 76 - 90,99%
Cukup iﬁﬁ - 75,99%
'I{urang_ |=51 - 65,98%
Sangat Kurang Is 50,99%

3.2 ANALISIS CAPAIAN KINERJA
Capaian kinerja organisasi Kecamatan Jati dapat diukur
melalui dua sasaran dan dua Indikator Kinerja Utama. Untuk setiap
pernyataan kinera sasaran strategis tersebut dilakukan analisis
capaian kinerja sebagai berikut:

L Kinerjo Instansd Pemeri LK)
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1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahunini;

No Sasaran | Indikator Target| Realisasil Capaian | Kategori| Sumber
! Kinerja % Data
[1 frerwujudma Persentase | 100% | 100% | 100 [Sangat 'Seksi seksi
fasilitasi pelayanan Desa yang baik i
publik melalui "'E‘ﬂ*“;m"f"m ?:;ﬂmﬁn
penyelenggaraan | PEN9S . I
pemerintahan fg""‘”m
yang akuntabel hE"
dan partisipatif desa sesual
ketentuan
2 ngkatnya  Niai evaluasi | 70 | 53,11 | 7587 Berdasarka
kuntabilitas SAKIP o | n Self
inerja kat Pperang men
i Baer LKE Kec.
| | e
Sasaran  Terwujudnya fasilitasi pelayanan publk  melalui

penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan partisipatif mempunyai
Indicator Kinerja Utama Persentase Desa yang melakukan pengelolaan
administrasi dan keuangan desa sesuai ketentuan Dengan target Capaian 100%
dapat terealisasi 100% sehingga capaian kinerja 100% dengan kategori capaian

Sangat Baik.

Sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat
mempunyai Indikator Kinerja Utama Nilai evaluasi SAKIP perangkat daerah
target Capaian 70 dapat terealisasi 53.11 sehingga capaian kinerja 75,87%
dengan kategori capaian Cukup.

Daerah

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini

dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir (minimal 3tahun);

'NO | Sasaran | Indikator
- Kinerja

2020

2021

2022

5

| Realisasi

=
1 | Terwujud | Persentase

100

S

nya
fasilitasi
pelayanan
publik
melalui
penyeleng
garaan
pemerinta
han yang |
akuntabel |
dan 4
partisipati

Desa yang
melakukan
pengelolaan
administrasi
dan
keuangan
desa sesual
ketentuan

100 |

Capaian
%

8

- |
m

&

Capaian

100

E Target

100

2

_ Realisasi

| Capaian
=%

2 (Kecamatan Jati)

Kinerja Instansi Pemerintak (LK} 1) Tahun
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| Meningkat| Nilai evaluasi 70 |62,51 89,30 | 70 [53,11] 75,87 70( | 100
nya SAKIP
akuntabilit perangkat
as kinerja | daerah

perangkat
Daerah |

(* ) Belum dilakukan evaluasi/nilai berdasarkan self assessment

Sasaran Terwujudnya fasilitasi pelayanan publik melalui penyelenggaraan
pemerintahan yang akuntabel dan partisipatif mempunyai Indikator Kinerja Utama
Persentase Desa yang melakukan pengelolaan administrasi dan keuangan desa
sesual ketentuan Dengan target Capaian dari tahun ke tahun sebagai berikut:

.

Tahun 2020 Target Kinera 100% Realisasi Kinerja 100% Capaian Kinerja
100%, Sumber data berasal dari seksi Tata Pemerintahan Kecamatan Jati
Tahun 2020

Tahun 2021 Target Kinerja 100% Realisasi Kinerja 100% Capaian Kinera
100%, Sumber data berasal dari seksi Tata Pemerintahan Kecamatan Jati
Tahun 2020

Tahun 2022 Target Kinerja 100% Realisasi Kinerja 100% Capaian Kinenja
100%, Sumber data berasal dari seksi Tata Pemerintahan Kecamatan Jati
Tahun 2021.

Sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat Daerah mempunyai
Indikator Kinerja Utama Nilai evaluasi SAKIP perangkat daerah Dengan target
Capaian dan tahun ke tahun sebagai berikut:

d.

Tahun 2020 Target Kinerja 70 Realisasi Kinerja 62,51 Capaian Kinerja
89,30%, Sumber data berasal Nilai Sampel Penilaian LKE oleh Inspektorat
untuk Kecamatan Pada Tahun 2020,

Tahun 2021 Target Kinerja 70 Realisasi Kinerja 53,11 Capaian Kinerja
75,87%, Sumber data berasal Nilai Sampel Penilaian LKE oleh Inspektorat
untuk Kecamatan Jati Pada Tahun 2020,

Tahun 2022 Target Kinerja 70 Realisasi Kinerja 70 Capaian Kinerja 100%,
Sumber Self Assesment Kecamatan Kecamatan Jati Pada Tahun 2022,

Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka

menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
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No | Sasaran Indikator | Capaian | Target o Tingkat
Kinerja 2021 Akhir | Capaian = Kemajuan
2023 '
1 | Terwujudnya | Persentase | 100% 100% 1
ol i 00% | 100%
peﬁ?fnan | melakukan
publik melalui| pengelolaan
penyelenggar | administrasi
aan dan
| pemerintahan| keuangan
¥ang desa sesuai |
akuntabel dﬂr‘!_-! ketentuan
partisipatif |
2 | Meningkatnya| Nilai evaluasi| 60 70 100% | 100%
akuntabilitas | SAKIP
! kinerja perangkat |
| | perangkat | daerah
| Daerah |

Tingkat capaian kinerja untuk tahun 2022 dibandingkan capaian kinerja

akhir
a. Sasaran

fasilitasi

pelayanan

masa RPJMD dapat kita lihat seperti berikut :
Terwujudnya

publik  melalui

penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan partisipatif
Capaian Tahun 2021 sebesar 100% untuk Target Akhir Tahun 2023
sebesar 100% untuk capaian Target akhir masa RPJMD adalah 100%.
b. Sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat Daerah Capaian
Tahun 2022 sebesar 70 untuk Target Akhir Tahun 2023 sebesar 70
untuk capaian Target akhir Masa adalah 100%.

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan
kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;

M

Sasaran Indikator

Kinerja

Target

Realisasi

%

| Analisis

Capaian, Keberhasilan/Kegagalan

| Solusi
yang
dilakukan

erwujudny Persentase
a fasilitasi Desa yang
pelayanan melakukan
publik
melalui
penyelengg

jaraan
pemerintah
fan yang
akuntabel
dan
partisipatif

dan
keuangan
desa sesuai
ketentuan

|
“Meningkatn Nilal evaluasi 70
a P
ku

ntabilita ngkat
kinerja  daerah
;F:erangul:
Daerah

pengelolaan
administrasi

100%

100%

100%

emaksimalkan SOM dan
Sumber Daya Anggaran dan
Sistem IT yang ada

60

75,87 %

I Kinerja Inctansi Pemerintak (LK 1P} T:
i g ) Thhiis
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Dalam pencapaian Kinerja Kecamatan Mejobo tahun 2022 bisa digambarkan
sebagai berikut:

a. Sasaran Terwujudnya fasilitasi pelayanan publik melalui penyalenggaraan
pemernintahan yang akuntabel dan partisipatif Target Kinerja Tahun 2022 sebesar
100% untuk realisasi kinerja sebesar 100% sehingga capaian adalah 100%, hal ini
didukung oleh Kerjasama SDM yang baik, Sumber Daya Anggaran yang ada dan
penyelesaian pekerjaan berbasis IT yang optimal.

b. Sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat Daerah Target Kinerja Tahun
2021 sebesar 70 untuk realisasi kinerja sebesar 5311 sehingga capaian
adalah75,87%;

5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
Adapun untuk mengukur tingkat Efisiensi terhadap penggunaan sumberdaya yang
ada dapat kita lihat pada tabe! realisasi indikator dan anggaran program
sebagaimana tersebut dibawah ini:

L Kimerja Trestansd Pemerirsah (LG 1P Takua
Iﬁi‘ {E ecamatan Jatil
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REALISASI INDIKATOR DAN ANGGARAN PROGRAM
KECAMATAN JATI KABUPATEN KUDUS
TAHUN ANGGARAN 2022

| Program Indikator Target Anggaran

Kinaris

Capalan Anggaran | Kinerja

TRW.1

TRW2 | TRW.3

TRW.4

= {3]
K

1 | 13

0L

Program 3209288 |

411,781

Indeks Bl4 | Indeks

A

T.01.02

Knsi Yasam

F.01.03

6.205

12,065

278222

i:.ilrﬂl'q

o104

Program 244.1TE

227,088

k.3 Trantik

7.0L.05

‘-1.

15345 | 13000

20,000

rt’.ui ['ranish

1.01.06

. 19,887

2.22.02

6,515

sy Tapem

7.989

7.955

-‘.ag;mn Kinerja Iﬂmﬂhﬁm (LK 1P Tahun
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Keterangan Warna

Wama Prosentas Keterangan
e & R
Triwulan | | Triwulan Il | Triwulan Il | Triwulan IV
0Ds/d13 | Osid26 0s/d 38 0 s/d 50 Sangat
2 i Rendah
13.1s/d 17| 26.1s/d33| 38.1s/d48 |501s/d65  Rendah
17.1s/d19) 331s/d38| 49.1s/d [651sid75 | Sedang
19.1s/d23] 38.1s/d46| 561s/d68 | 75.1s/d90 |  Tingg
23.1lebih | 46.1lebih | ©8.1lebih | 80.1 lebih | Sangat Tinggi

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan
pencapaian pemyataan kinerja untuk mengukur tingkat keberhasilan/kegagalan
pelaksanaan program/kegiatan yang ada maka dilakukan pengukuran atas indikator

kinerja sehingga d

engan

demikian

akan dapat

diketahui

tingkat

keberhasilan/kegagalan dari suatu program/kegiatan tersebut serta dapat pula
diketahui apakah program/kegiatan tersebut menunjangfidak menunjang dari
indikator kinerja tersebut, adapun untuk lebih detailnya dapat dikatahui dalam
bentuk tabel tersebut dibawah ini:

Ng

.Fﬁﬂﬂlll Kiwerfo fnstansl Pemerimtah f 1) Talraw
2 (K ecamaren Jatil =y

Sasaran Indikato | % Program/ | Indikator | % Capaian | Menunjang/
rkinerja | Capaian | Kegiatan | Kinerja Tidak
i Mmenunjang
Meningkatnya [Nilai 0 Program  [Indeks 94,52%  Menunjang
akuntabilitas Evaluasi Penunjang kepuasan
kinerja SAKIP Urusan raka
perangkat  Perangkat Pemerintaht atas
daerah an Daerah kinerja
kabupaten perangkat
fKota idaerah
(Kec.Jati)
Terwujudnya Persentase cakupan 0% Menunjang
fasilitasi ;:.:Jf:hﬁkan egiatan
pelayanan | inta
publik melalui 'mﬂhaﬂ han dan
penyelengg 5T strasy n Rakyat kesejahter
araan keuangan Jhan rakyat
pemerintahan gecs cpeyai (kecamata
yang ketentuan Jati)
rakuntabel dan
patif
Program  cakupan 94,43%  Menunjang
Penyeleng penyeleng |
garaan  garaan
Pemerintahkegiatan
an Dan  pemerinta
Pelayanan han dan
Publik pelayanan
publik (Keg
Dati) |
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97,64%  Menunjang

99,14%

Menunjang

6. REALISASI ANGGARAN

Untuk realisasi penggunaan anggaran tahun 2022 yang digunakan untuk
mendukung pencapaian target kinerja sebagaimana tercantum dalam perjanjian
kerja pada Kecamatan Mejobe dapat dijelaskan sebagai berikut untuk pagu
anggaran tahun 2022 sebesar 4.467.211.317, sedangkan untuk realisasi
penggunaan anggaran adalah sebesar 4.242 202 783 atau sebesar 94 98%
adapun untuk rincian sebagaimana tercantum dalam tabel dibawah ini -

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN Pagu Reallasasi | %
o Anggaran Realisasi

| Program Penunjang Urusan o 3 -
PemerintahanDaerahKabupaten/Kota 3.209.265.720 3.033.361.720| 94,52
Perencoan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perongkat

Doerah 2.000.000 2.000.000 100 |
Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah 1.000.000 1.000.000 100
Evaluasi kinerja perangkat daerah 1.000.000 1.000.000 100
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.825.861.740 | 2.683.466.740| 94,95

_Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.824.861 2.682.770 94,37
Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keu 1.000.000 B36.000 69,6
SKPD

Administrasi Umum Perangkat Doerah 46.731.670 41.619.000 89,06
Penyediaan komponen instalasi
listrik/peneranganbangunankantor 3.021.000 2.950.000 97,65
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantar 5.022.000 5.005.000 99,66

Penyediaan peralatan rumah tangga 978.000 978.000 100

|

Penyediaan bahan logistik kantor 11.740.000 10.484.000 89,3

[Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 6.971.000 6.454.000 92,73 |

. ; 41
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Penyediaan bahan bacaan dan peraturan p!rundagimdangan 4.200.000 3.520.000 83,81
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 14.B0:0.000 12.218.000 BL.55
Pengodoan Barang Milik Doeroh Penunjong Urusan
_ Pemerintah Doerah 2.572.000 2.572.000 93,599
Fengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Eangunan |
Lainnya 2572000 | 2.572.000 99,99
Penyediaon jasa penunjang urusan pemerintahan deerah 186.527.000 | 180.080.000 | 96,54
| Penyediaan jasa surat menyurat S00.000 . 900.000 100
I I
| Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, listrik 41.177.000 35.118.000 B5,28
. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor 144.450.000 144.063.000 99,73
' Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang
UrusanPemerintahan 145.573.000 123.624.000 84,92
Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak
danperizinan kendaraan operasional atau lapangan 81.533.000 73.590.000 | 90,27
Pemeliharaan/rehabllitasi sarana prasarana gedung
kantor,bangunan lainnya 6:4,040.000 50.029.00 78,12
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik|  4.999.000 4.721.000 94.43
Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak
dilaksenakanoleh unit kerjo perangkat doerah yang ada di 4.999.000 4.721.000 94,43
kecamatan |
i peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan
kepadamasyarakat di wilayah kecamatan 4.999.000 4.721.000 094.43
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 299.958.000  293.492.000 57,84
Koordinasi keglaton pemberdayaan desa 299.958.000 | 283.452.000 9784
Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdavaan
masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di 122.000.0001 119.694.000 98,11
wilayah kerja kecamatan _ L= '
FFnankatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat 177.958.000 173.798.000 7,66
diwilayah kecamatan B -
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum 244.175.000 242,069.000 99,14
:',tha.rdu[nﬂl' Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan |
Ketertiban 244.175.000 242,069.000 99,14
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,
Tentara Masional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah 244, 175000 | 242069000 9914
Kecamatan
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 258.200.000 258.453.000 99,83
Penyelenggaraan Urusan Pemerintohon Umum seswai
Penugasan Kepala Doerah 258.200.000 | 258.453.000 99,83
Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan
_perundang-undangan 258,900,000 258.453.000 59,83
Frn;rnrn Pengwmsan Pemerintahan Desa 19.997.000 19.347.000 896,75
Fasilitasi, rekomendasi, dan koordinasi pembinoan |
pengawasanpemdes 19.9597.000 19.347.000 96,75
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I
Fasilitasi penyusunan perdes dan perkades 3.840.000 3.834.000 | 9984
Fasilitasi pengelolaan keu desa dan pendayagunaan aset desa 5.954.000 9.313.000 93.56
Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dan
pembangunan desa ) 6.203.000 E.Eﬂl.ﬂ_ﬂﬂ 99,97
Program an:ml:an!gn Kebudayaan . r.m:-:m 7.955.000 | 99,45
Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya
dalo Deerah Kabupaten/Kota 7.995.000 7.955.000 99,45
Perfindungan, Pengembangan, Pemanfatan Obyek Pemajuan
Tradisi B“ﬁ:va W . ! 7.999.000 7.955.000 99,45 |
Program Pemerintahan dan Kesejateraan Rakyat 2.000.000 0 0 |
Pelaksanan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat . 2.000.000 0 1]
Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual 2.000.000 o i}

Dilihat dari sisi penyerapan anggaran Tahun 2022, apabila dibandingkan dengan
Tahun 2021 maka terjadi kenaikan sebesar 4,11 % , Tahun 2021 Penyerapan anggaran
sebesar Rp. 543.352.687 - ( 96,08% ) dari pagu anggaran sebesar Rp. 593 .439.832 - dan
Tahun 2020 penyerapan anggaran sebesar Rp. 654.981- { 91,96 %) dari pagu anggaran
Rp. 740.127.000. Digambarkan dari sisi penyerapan anggaran dilihat pada tabel dibawah ini,

Tabel 3.9 Persentase penyerapan anggaran 2021 dan 2022

No Tahun Target ' Realisasi | Ket
1 | Tahun 2021 100% 61,96% _ .
| 2 | Tahun 2022 - 100% 95,36 M

S ® Tahun

L

Persentase Penyerapan Anggaran Anggaran 2022

r W
mu- Kinerjo f:;-jm Pemerimiak (LK] 1P} Tahuw
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BAB IV
PENUTUP

A. KESIMPULAN

Kecamatan Jali sebagai instansi Pemerintah Kabupaten Kudus yang
mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan pemnerintahan yang
diimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.
Kewenangan yang dilimpahkan kepada Kecamatan masih mengacu pada Peraturan
Bupati Kudus Nomor 27 Tahun 2005 tanggal 18 Desember 2005 tentang Pelimpahan
Sebagian Kewenangan Pemerintah Kabupaten kepada Kecamatan. Agar
pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut berjalan secara optimal maka diperlukan
pengelolaan SDM, sumber dana dan sarana secara efektif dan efisien mungkin .

Dengan memperhatiakan uraian dan beberapa data tersebut di atas. maka
dapat dikatakan bahwa Kecamatan Jati dalam melaksanakan tugasnya dapat
dikatakan berhasil, karena semua target sasaran yang telah ditetapkan dicapai
dengan kategori ( Sangat Tinggi) Hal tersebut didukung dengan data sebagai
berikut:

a) Hasil Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) dicapai (95,36%):

b) Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat 84,60;

Pada tahun 2022 Kecamatan Jati mendapatkan Pagu anggaran sebesar
Rp. 4.047.293.920,-, namun dalam realisasinya anggaran tersebut terserap sebanyak
Rp. 3.855.397 - atau (95,36 %), terdapat efisiensi sebanyak 4 %.

B. REKOMENDASI
Mengoptimalkan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia yang ada

untuk mengatasi kurangnya sarana dan prasarana perkantoran untuk menunjang
kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, sehingga tugas-tugas dapat
dilaksanakan dengan lancar dan tertib dan tepat wakftu.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022
Kecamatan Jati, semoga dapat menjadi bahan pertimbanganfevaluasi untuk
kegiatan/ kinerja yang akan datang. Sekian dan terima kasih

Kudus, 30 Januan 2023
CAMAT JATI

'C.___““-:._L
Pembina
NIP. 19840917 200212 1 001
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PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS

KECAMATAN JATI
NI Kudus-Purwodadi No.93 Kode Pos 59345
Telp 437565 Fax -
email : keclaticudusiigmall .com Website @ jatl kuduskab, oo ik

FERJANJIAN KINERJA FERUBAHAN TAHUN 2022

Dulam rangks mewujudkan mensjemen pemermiahan vang efektlf, mansparan, dan akiintabel seria
berorientasi pada hasil, kaml yang berfanda tangan dibawah ing :

Mamia . FIZA AKBAR, 5 85TP.MSi
Jabatan : CAMAT JATI KABUPATEN KEUDUS
Selanjuinya disebut Pihak Pertama;

Nams : Dr. HM. HARTOPO, ST, MM, MH
Jabatan : BUPRPATT KUDUS
Selabou atasan Pihak Pertama, sclanjummya disebut Pikak Kedua:

Fihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya scsuai dengan lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai targel kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapian
delam dokumen perencansan. Keberhasilan dan kegagalan pencapalan target kineta tersebus menjadi
EngELAE jawab karmi,

Pihak Hedua bedanji akan melalukan supervisi yang diperlukon serts akan melakukan svalussi
terhadap capaian kinerja dan pemjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperhukan dalam rangla
pemberian penghargnan dan sankai.

MEINA
L 173002131001

HARTOPO, 5T. MM, MH




LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022

KECAMATAN JATI
KABUPATEN HKUDUS

Sasaran Strategls Indikator Kinerja

Target

Meningkatmya Akuntabilitas Kinerjs Nilai Evalunsi SAKIP Peranghkat Daerah

Perangkat Dacrah

70,00 Nilai

Tersujudnys fsilitasi pelayanan publik Persentose desa yang meladoukan
meialul penyelenggnrasn pemerintahan vang |pengelolaan ndministras! dan

akunrabel dan partisipatf kevangan desa seswal

krteniiuin

100,00

B

| o~ O

Program

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
FABUPATER/EOTA

PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN HESEJAHTERAAN RAKYAT

FROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN
PUBLIK

Anggaran
3.209.265.710

T7.990.0485
. 2.000.000
4999 3565

FROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 148 498 93]
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 244,175,300
FROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 258 B99.900
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 19.996. 669
TOTAL 3895 834,920

s, | 3 Dktober 20022

m JATI,

Esterangan

Dir. ETOPO, ST, MM, MH
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